BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian

ini yaitu sebagai berikut:

1

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat
diterjemahkan sebagai pencurian Kkhusus, vyaitu sebagai suatu
pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan,
namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan
hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman
penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam
Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan
tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi,
sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri
demi potensi masa depannya.

Faktor penghambat dari penerapan upaya penyelesaian tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Metro yaitu, karena
pelaksanaan diversi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung baru,
dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi beberapa hambatan
yaitu pemahaman terhadap pengertian diversi, batasan kebijakan
aparat pelaksana diversi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan

pelaksanaan diversi dan hambatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai

berikut:

1. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama memeriksa

perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih

meningkatkan penyuluhan tentang diversi.
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2. Kepada masyarakat Kota Metro agar lebih peduli dan ikut membantu
penerapan upaya diversi dengan ikut serta memahami bagaimana
konsep upaya diversi yang dapat memberikan dampak positif bagi anak

yang berhadapan dengan hukum.
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